
-

LEMBARAN-DAERAH 
KABUPATEN-REMBANG 

NOMOR 8 TAHUN 1983 SERI D. No.a 

PERATUR_AN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

REMBANG 

NOMO~ : 14 T AHUN l 982 

TENTANG : 

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN 

PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN. 

DENGAN RAKHM.'\T TUBA~ YANG MAHA ESA. 

BUPATI KEPALA DARRAH TINGKAT II REMBANC. 

Mcnimbang : 

Mengingat 

Bahwa: untuk menjamin terselenggaranya Pcmerintahan 
Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai 
dengan ketentuan pasal 25 Undang-undang No. 5 Tahun 
1979. jo. Keputnsan Menteri Dalam Negeri No. 45 
Tahun l 980, maka pcrlu mcnctapkan Peraturar~ Daerah 
tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/ janji dan Pelan
tikan Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Dac
r:ih Tingkat II Rembang. 

1. Undang-undang Nomor S Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemrintahan Di Dacrah; 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Pcraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958 tentang Pemben
mkan Daerah-da.!rah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah ; 

3. Undang-und:!1;g Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pe
merintahan Desa ; 

4. Peraturan Mrnteri Dalam Negcri Nomor 2 Tahun 
1980 tentang P!doman Pembentukan, Pemecahan. 
Pcnyatuan dan Pcnghapusan Kelurahan ; 
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5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 
1980 tentang Pedornan Tatacara Pengambilan Surn
pah/ janji dan Pe!antikan Kepala Kelurahan : 

6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 188.5/ 132/ 1981 tentang Petunjuk .; 
Pclaksanaan Peraturan / Keputusan Menteri Da lam 
Negeri dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang 
1 o. 5 Tahun 1979. , 

Dengan Perseluju:m Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dncrah 
Tingkat I I Rem bang. 

MEMUTUS KAN : 

Menctapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATci'-i DAERAH 
TINGKAT II REMi3ANG TENTANG TATACARA 
PEN'GAMBILAN SUMPAH / JANJT DAN PELAN
TTKAN KEPA L A KELURAHA 

B AB I 

KETENTUAN UMUM 

Pas a I 

Da lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

a. Bupati Kepala Daerah ada lah Bupati Kepa la Daerah Tingka'. II 
Rcrnbang ; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Daerr!h Kabup:iten Dacrah 
T ingtcat II Rembang : 

c. Camat adalah Camat yang bcrsangkutan ; 

d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditcmpali oleh sejumlah pendu
duk yang mempuny.:li Organisasi Pemerintahan terendah langsung 
dibawah Camat dalam wilayah K abupaten Dncrah Tingkat II Rembang 
yang tidak bcrhak mcnyelenggarakan rumah tangganya sendiri. yang , 
ada diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ; 

c. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kclurahan yang bers:ingkutan : ~ 

BAB II 

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN 

Pasal 2 

( l ) Sebclum memangku jabatannya Kep::la Kelun.1han bersumpah menu rut 
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Agamanya atau berjanji dengan sungguh - sungguh dan dilantik oleh 
Bupati Kcpala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama 
Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I Jawa Tengah ; 

(2) Susunan kata - kata sumpah/ j.anji tersebut sesuai dengan bunyi pasal 
25 ayat (2) Undang - undang N omor 5 Tahun 1979 ten tang Pemerin
tahan Dcsa adalah sebagai berikut : 

Saya bersumpah/ berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala 
Kelurahan, langsung atau tidak bngsung dengan nama atau dalih 
::ipapun t idalc memberilcan ata~1 mcnjanjikan atau membcrikan sesuatu 
kepada siapapun juga ; 

Sa)~a bersumpah/ berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerirna 
langsung ataupun tidak langsung dari sia!)apun juga sesuatu janji atau 
pemberian. 

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya 
sebagai Kepala Kelurahan dengan sebaik - baiknya dan sejujur -
jujurnya, bahwa saya akan taat d:m ak:an mempcrtahankan Panca Sila 
sebagai dasar dan Idologi Negara. bahwa saya senanliasa akan me
negakkan Undang - undang Dasar 1945 dan scgala Peraturan Per
undang - undangan yang berlaku bagi Negara Republik lndon-:sia. 

Saya bersumpah/ oerjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan 
atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih 1:1engutamakan kepcntingan 
Negara, Daerah dan Kelurahan dari pada kepentingan saya sendiri. 
seseorang atau sesuatu golongao dan akan menjunj,mg tioggi kchor
matan Negara, Pcmerintah, Daerah dan Kelurahan. 

Saya ber~ump:i'.1 'berjanji. bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga 
memlnntu memajukan kesejahteraan masyarakat umtnnnya dan ma
syarakat kclurahan pada khususnya, akan setia kcpada Ban~sa dan 
• 1egara Kesatuan Repuhlik Indonesia. 

Pasal 3 

{I) P~ngJ mbilan sumpah;janji dan pchntikan Kepah: Kelurahan d.isc
!engoarakan dipusat P emerint'.lhan Kelurahun dalam suatu Upacara 
yan; dihadiri oleh para Pejabat tcras tingkat Kecam2tan dan tokoh -
tokoh masyarakat clnl:lm wilayah Kelurahan yang bcrsangkut~n; 

(2) i\p::ibi!a pcngambilan sun:ipah/ _;anji dan pe!~ntik:1n Kepala Kclurahan 
s~bagaimana dimaksud ayat ( i) diatas karena 2lasan - alasan tertenlu 
tidak memungkinkan dilaksanakan di pu5<at Pemerint:1han Kc;urahan, 
Bupati Kepala Dzerah mcnctapk:m tempin lain guna pcngambilan sum
rmh/ janji dan pclantikan Kepala Kclurahan. 
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Pasal 4 

Pada upacara pengambilan snmpah/ janji dan pelantikan Kepala 

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Kelurahan yang 

akan dilantik berpakajan Dinas Upacara berwarna putih. 

Pasal 5 

Urut})n acara dalam pengambilan sumpah l jan_ji Kep:i.la Kelurnhan 
adalah sebagai berikut : 

a. Pembacaan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ; 

b. Pengambilan sumpah/ janji jabatan oleh Bupati Kep3la D::1erah atau 

pejabat yang ditunjuk olehnya ; 

c. Penanda tanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji : 

d. Kata pelantikian oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditun

juk olehnya ; 

c. Penyematan tanda jabatan oleh B1!pati KepaJa Daerah atau Pejabat 

yang ditunjuk olehnya ; 

f. Amanat Bupati Kepa~a Daerah ; 

g. Pembacaan do'a. 

BAB Ill 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Dcngan berlakunya Pcraturan Daerah ini, maka semua ketentuan 

yang mcngatur_ berhubungan dengan tatacara pengambilan sumpah ' j~nji 

clan pelantikan Kepala Kelurahan dan kctentuan - ketcntuan lain yang 

hcrtcntangan dcngan Peraturan ini dinyatak'c!n tidak berlaku lagi. 

rasal 7 

Hal-ha! yang bclum diatur dalam Pcraturan Daerah ini diatur lcbih 

lanjut olch Bupati Kcpa la Daerah sepanjang inengenai pclaksanaannya. 

-

! 
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Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Dewan Perwakil:m Rakyat Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II 

Rembang 

Ketua. 

t t d, 

( H.S. MARWOTHO, B.A.) 

Ditetapkan di : R e m b a n g 

Pada tanggal : 30 Oktobcr 1983 

Bupati Kepala Daerah Tingkat II 
Rembang 

t t <l, 

( SOERATMAN. S.H.) 
1ip. : 230011686 

OJSAHKAN: 

Dengan sur::it Keputusan Gubernur 

Kcpala Daer;1h T ingkat 1 Jawa - T cngah 

Tanggal 11 April 1983 No. 188.3/ 1'/1983. 

Sckretaris Wilayah/ Daerah. 

Diundangk,m dab .m Lembaran Daerab 

Kabupaten Daerah Tingkat II Remban.; 

No. 8 Tahun 1983 Seri D. p1da tanggal 

30 Juni J 983. 

Ub. 

Asistcn r Sekwilda. 

t t d. 

Drs, S O E JI T N 0 

Nip. : 010021794 

• ~ Sckrctaris Wila yah / Daerah ; 

t t d. 

( SOEMOJO HAD[WINOTO. S.H. ) 

Nip.: 500030937 


